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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     415    TAHUN 2020 

TENTANG 

PENUNJUKAN SAKSI TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 

46/Pdt.G/2018/PN.Btl ANTARA Drs. H.M. IDHAM SAMAWI SEBAGAI 

PENGGUGAT MELAWAN BUPATI BANTUL SEBAGAI TERGUGAT 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bupati Bantul dalam 

menyelesaikan Perkara Perdata Nomor 

46/Pdt.G/2018/PN.Btl di Pengadilan Negeri Bantul 

antara Drs. H. M. Idham Samawi sebagai Penggugat 

melawan Bupati Bantul sebagai Tergugat, perlu 

menunjuk saksi-saksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Penunjukan Saksi Tergugat Dalam 

Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Btl Antara 

Drs. H. M. Idham Samawi Sebagai Penggugat Melawan 

Bupati Bantul Sebagai Tergugat; 

 

Mengingat : 1. Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek 

Voor Indonesie); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SAKSI 

TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 

46/Pdt.G/2018/PN.Btl ANTARA Drs. H.M. IDHAM 

SAMAWI SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN BUPATI 

BANTUL SEBAGAI TERGUGAT. 

KESATU  Menunjuk Saksi Tergugat Dalam Perkara Perdata Nomor 

46/Pdt.G/2018/PN.Btl Antara Drs. H. M. Idham Samawi 

Sebagai Penggugat Melawan Bupati Bantul Sebagai 

Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Bupati ini. 

KEDUA  Saksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas 

memberikan keterangan sebagai saksi ahli atau saksi 

fakta bagi kepentingan Bupati Bantul sebagai Teergugat.  
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KETIGA  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

KEEMPAT  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

Pada tanggal  4 September 2020 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. 

DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Tim Kuasa Hukum Bupati Bantul; 

5. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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LAMPIRAN : 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    415    TAHUN 2020 

TENTANG PENUNJUKAN SAKSI 

TERGUGAT DALAM PERKARA PERDATA 

NOMOR 46/Pdt.G/2018/PN.Btl ANTARA 

Drs. H.M. IDHAM SAMAWI SEBAGAI 

PENGGUGAT MELAWAN BUPATI BANTUL 

SEBAGAI TERGUGAT. 

 

SAKSI-SAKSI BUPATI BANTUL SEBAGAI TERGUGAT 

 

NO NAMA/SAKSI ASAL INSTANSI HONORARIUM 

1.  Arief Budiman, SH 

(Saksi Fakta) 

 

BPD DIY Cabang Bantul Rp1.500.000,00 

2.  Tri Wahyu 

Kushardiyatmo 

(Saksi Fakta) 

 

LSM Anti Korupsi Rp1.500.000,00 

3.  Slamet Tulus Wahyana 

(Saksi Fakta) 

 

BPKP Perwakilan DIY Rp1.500.000,00 

4.  Dr. Leli Joko Suryono, 

SH, M.Hum 

(Saksi Ahli Hukum 

Perdata) 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Rp5.500.000,00 

 

 

 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

SUHARSONO 


